




A. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT 
USAHA (SIPTU) 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 

 
Perbup No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan dan 
Pengelolaan Pasar Tradisional 

2. Persyaratan 

Pelayanan 
1. Foto copy KTP dan KK masing-masing 4 lembar; 

2. Pas foto 4 x 6 berwarna 4 lembar; 

3. Membawa map warna biru/merah 

4. Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha 

bermaterai 10.000 (matrai sebanyak 3 lembar); 

5. Surat pernyataan untuk menggunakan kios/meja/los; 

6. Surat kesanggupan untuk membayar retribusi sewa 

kios/meja/los tepat waktu. 

7. Tidak berstatus sebagai anggota POLRI/TNI/PNS atau PTT 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

3. Produk 
Layanan 

Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) 

4. Jangka Waktu 

Masa Berlaku 

3 Tahun setelah diterbitkannya izin usaha namun harus 

diperpanjang 1 bulan sebelum habis masa berlaku SIPTU 

5. Biaya/Tarif - 

6 Prosedur 1. Calon Pedagang berkonsultasi menanyakan Kios/Meja/Los 
yang tersedia (belum disewa); 

2. Calon Pedagang Menandatangani Surat Permohonan 

Penggunaan Kios/Meja/Los yang tersedia; 
3. Calon Pedagang Menandatangani Surat Perjanjian 

Pemakaian Tempat Usaha yang dibubuhi matrai 10.000; 

4. Calon Pedagang Menandatangani Surat Kesanggupan 
Membayar Retribusi Kios/Meja/Los tepat waktu yang 

dibubuhi Matrai 10.000; 

5. Calon Pedagang Menandatangani Surat Pernyataan Untuk 
Penggunaan Kios/Meja/Los yang dibubuhi Matrai 10.000; 

6. Calon Pedagang Melampirkan fotokopi KK, KTP, Pas foto 

4x6, dan map berwarna biru atau merah; 

7. Proses pengecekan persyaratan yang diajukan; 
8. Jika persyaratan sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke 

tahap proses pembuatan SIPTU, jika belum lengkap calon 

pedagang wajib melengkapi persyaratan yang diajukan; 
9. Penandatangan SIPTU oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian; 

10. SIPTU dikelurkan dan diserahkan kepada pedagang yang 
bersangkutan. 



7. Bagan 

Prosedur/Alur 

Pelayanan 

 
 

8. Pengelola 

Pengaduan 

dan Informasi 

Bidang Perdagangan DKUMPP 

9. Pengawas 

Internal 

Bidang Perdagangan DKUMPP 
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, 
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

Jl. Tanjung Momong (Gedung PLUT), Kabupaten Kepulauan Anambas Kode Pos 29791 
email : disperindagkop@anambaskab.go.id 

 

 
 
 
 
 

SOP DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

 
 

BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
 
 
PENDAHULUAN 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Pedoman atau acuan untuk 
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi 
pemerintah berdasarkan indikator tekhnis, administrasif dan prosedural sesuai dengan 
tata kerja, dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 

SOP diartikan sebagai “ suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu 
tindakan baku”. Dengan kata lain, SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang 
diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/ petugas dalam melakukan/ menyelenggarakan 
pekerjaan mereka. Secara menyeluruh satuan SOP akan menggambarkan secara detail 
cara SKPD beroprasi (bekerja). 

Hakekat SOP adalah untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan 
pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. SOP merupakan petunjuk tertulis yang 
menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/ pekerjaan. SOP berisi 
mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, kebijakan 
organisatoris dan perencanaan strategis bagi pekerja/pekerja atau dengan istilah “semua 
orang membaca irama musik yang sama”. 

Penyusunan SOP sangat penting untuk dilaksanakan karena SOP dapat digunakan 
sebagai sarana pengembangan misi organisasi, pemantapan peraturan dan persyaratan 
yang mengatur pekerjaan, pengaturan kompleksitas peralatan dan tekhnik pelaksanaan 
pekerjaan, serta untuk memantapkan koordinasi dan system pelaporan dengan pihak 
yang terkait. 
 
RUANG LINGKUP 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk seluruh pejabat dan 
pelaksana di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. 
 
DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21//M.PAN/II/2008 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
dan Reformasi Birokrasi  Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anmabas No. 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, 
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53); 

7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253). 

 



 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai 
tahapan yang dibakukandan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. 
Sedangkan tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah : 
1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pada bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi da tata 
kerja bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

3. Terwujudnya alur Tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas. 
 
MANFAAT 
Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain : 
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mugkin dilakukan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas; 
3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan; 
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
5. Menciptakn ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki 

kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan; 
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai 

situasi, secara efektif, efesien dan akuntabel; 
7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya; 
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana; 
9. Memeberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikuloleh seorang pejabat 

dan pelaksana dalam melaksanakn tugas; 
10. Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan 

tuntutan hkum kearena tuduhan melakukan penyimpangan; 
11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi. 
 
 
LAYANAN PUBLIK 

Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan 
Anambas : 
1. Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 
2. Pengesahan Peraturan Perusahaan  
3. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
4. Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediator/Perantara Hubungan Industrial 
5. Penyelesaian Perselisihan Pekerja Anak Melalui Mediator/Perantara Hubungan 

Industrial 
6. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

 
 
I. PEMBUATAN KARTU AK-1 

1. Persyaratan : 
a. Fotocopy KTP; 
b. Fotocopy IJazah Terakhir; 
c. Pas Foto 3 x 4 (2 lembar) 

 
2. Besarnya tariff/biaya pelayanan dan pembayarannya : 

Biaya pelayanan adalag tidak dipungut biaya (GRATIS) 
 
 



3. Waktu Penyelesaian  
Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 menit  
 

4. Prosedur Penyelesaian  
a. Pencari Kerja memberikan berkas persyaratan diserahkan kepada petugas 

pelayanan kartu AK1; 
b. Petugas memeriksa dan memverivikasi kelengkapan berkas pencari kerja 

untuk melakukan kesesuain data; 
c. Jika data belum lengkap atau tidak lulus verivikasi maka petugas 

mengembalikan berkas pencari kerja untuk di lengkapi kembali; 
d. Jika data sudah lengkap, kemudian petugas mengarahkan pencari kerja  

untuk mengisi formulis pendaftaran AK1 online di website didampingi petugas; 
e. Petugas membuat kartu AK1 sesuai data yang telah pencari kerja serahkan; 
f. Petugas memberikan kartu AK1 yang sudah di isi data kepada pencari kerja 

untuk ditandatangan oleh pencari kerja; 
g. Petugas pelayanan memberikan kartu AK1 kepada Petugas Antar Kerja untuk 

ditandatangan, dan kemudian dicap oleh petugas pelayanan; 
h. Petugas pelayanan memberikan kartu Ak1 yang telah selesai kepada pencari 

kerja. 
 

5. Hasil Pelayanan yang diterima  
Hasil pelayanan yang diterima adalah kartu pencari kerja( AK1)  
 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 1 (satu) orang; 

b. Kompetensi yang harus dikuasai petugas adalah memiliki pengatahuan dasar 

pengantar kerja; 

 
 

II. PENCATATAN SERIKAT PEKERJA 

1. Persyaratan 

a. Surat Permohonan; 

b. Daftar nama anggota pembentuk; 

c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); 

d. Susunan dan Nama Pengurus; 

e. Surat Keputusan pembentukan serikat buruh (jika ada) 

 

2. Besarnya tariff/biaya pelayanan dan pembayarannya 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari 

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya. 

 

4. Prosedur Penyelesaian  

a. Permohonan ditunjukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerintahkan Kepala Seksi 

Pengupahan dan Persyaratan Kerja untuk memproses permohonan; 

c. Kepala Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja meneliti berkas 

kelengkapan permohonan; 



d. Apabila permohonan tidak memenihi syarat, maka dilakukan penangguhan 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi 

persyaratan tersebut; 

e. Apabila permohonan dan kelengkapan dianggap telah memenuhi syarat 

maka dibuatkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 

f. Konsep Surat Pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk 

ditandatangani; 

g. Apabila telah ditandatanagani, maka surat pencatatan Serikat Pekerja/ 

Serikat Buruh disampaikan kepada pemohon. 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima : 

Hasil pelayanan yang diterima adalah Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat 

Buruh. 

 

7. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 1 (satu) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 20 

Tahun 2000 dan Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001. 

 

8. Sarana dan Prasarana 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 
III. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) 

 
1. Persyaratan: 

a. Surat Permohonan; 

b. PP yang lama bagi yang sudah pernah membuat PP; 

C. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga); 

d. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja/ 

Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari 

perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB; 

e. Surat Pernyataan dari Perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan 

apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB. 

 

2. Besarnya tariff/biaya pelayanan dan pembayarannya: 

Biaya pelayanan adalah tidak di pungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian: 

a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja; 

b. Masa Berlaku 2 (dua) tahun. 

 

4. Prosedur Penyelesaian: 

a. Permohonan disampaikan ke kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Seksi Pengupahan 

dan Persyaratan Kerja untuk memproses permohonan; 

 



c. Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja meneliti permohonan dan berkas-

berkas  kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan; 

d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka 

dibuatkan konsep pengesahan; 

e. Konsep Pengesahan disampaikan ke Kepala Dinas; 

f. Apabila telah ditandatanagani oleh Kepala Dinas, maka Pengesahan 

Peraturan Perusahaan (PP) disampaikan kepda Pemohon. 

 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima : 

 Hasil pelayanan yang diterima adalah Pengesahan Peraturan Perusahaan 

(PP). 

 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004; 

c. Pendidikan Formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1. 

 

7. Sarana dan Prasarana: 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 
IV. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

 
1. Persyaratan: 

a. Surat Permohonan; 

b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama; 

C. PKB yang baru rangkap 3 (tiga); 

d. Surat Kuasa perundingan, sebagai juru runding baik dari Serikat Pekerja/ 

Serikat Buruh maupun dari Pengusaha/Pimpinan Perusahaan; 

e. Data umum Perusahaan. 

 

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan pembayarannya : 

 Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku: 

a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 4 (empat) hari kerja; 

b. Masa Berlaku 2 (dua) tahun. 

 

4. Prosedur Penyelesaian : 

a. Permohonan disampaikan ke kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Seksi Hubungan 

Industrial untuk memproses permohonan; 

c. Seksi Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkas-berkas  

kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan; 



d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, 

maka dibuatkan Konsep Surat Pendaftaran 

e. Konsep Pengesahan disampaikan ke Kepala Dinas; 

f. Apabila telah ditandatanagani oleh Kepala Dinas, maka Surat Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersamaa disampaikan kepda Pemohon. 

 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima: 

Hasil pelayanan yang diterima adalah Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB).. 

 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004; 

c. Pendidikan Formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1. 

 

7. Sarana dan Prasarana 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 

V. PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIATOR/ PERANTARA 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 
1. Persyaratan: 

a. Copy Risalah Bipartit; 

b. Apabila dikuasakan kepada Pihak Ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa. 

 

2. Besarnya tariff/biaya pelayanan dan pembayarannya: 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian: 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja. 

 

4. Prosedur Penyelesaian : 

a. Surat Pengaduan disampaikan ke kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial untuk memproses pengaduan; 

d. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk mediator untuk 

memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

e. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih. 

f. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu 

mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja; 



g. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, 

maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah 

pihak; 

h. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, 

jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran; 

i. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, 

mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-

masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh 

Kepala Dinas. 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima: 

a. Apabila Perselisihan dapat diselesaikan  : Persetujuan Bersama; 

b. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan : Anjuran 

 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan: 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004; 

c. Pendidikan Formal dan Informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 

dan telah lulus diklat teknis perantara hubungan industrial/ Mediator 

Hubungan Industrial. 

 

7. Sarana dan Prasarana: 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP PEKERJA ANAK MELALUI 
MEDIATOR/ PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 
1. Persyaratan: 

a. Copy Risalah Bipartit; 

b. Apabila dikuasakan kepada Pihak Ke II, harus dilampirkan copy surat kuasa. 

 

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan pembayarannya: 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian: 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja. 

 

4. Prosedur Penyelesaian : 

a. Surat Pengaduan disampaikan ke kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

c. Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala 

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memproses pengaduan; 



d. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk mediator untuk 

memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

e. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih. 

f. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu 

mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja; 

g. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, 

maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah 

pihak; 

h. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, 

jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran; 

i. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, 

mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-

masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh 

Kepala Dinas. 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima: 

a. Apabila Perselisihan dapat diselesaikan  : Persetujuan Bersama; 

b. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan : Anjuran 

 

8. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan: 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004; 

c. Pendidikan Formal dan Informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 

dan telah lulus diklat teknis perantara hubungan industrial/ Mediator 

Hubungan Industrial. 

 

9. Sarana dan Prasarana: 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 

VII. PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG 
 

1. Persyaratan : 

a. surat permohonan Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Bentuk 

Pemborongan Kerja. 

b. Alur Kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta 

memuat mengenai pekerjaan atau kegiatan utama dan penunjang yang 

disahkan oleh kementerian/Lembaga terkait yang berwenang. 

 

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan pembayarannya : 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS)  

 

3. Waktu Penyelesaian : 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

 

 

 



4. Prosedur Penyelesaian : 

a. Perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan alur proses pelaksanaan jenis 

pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melaporkan kepada Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

b. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial untuk memproses pelaporan. 

c. Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepala seksi pengupahan 

dan persyaratan kerja untuk memeriksa pelaporan tersebut. 

d. Apabila permohonan dan kelengkapan dianggap telah memenuhi syarat 

maka dibuatkan Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang. 

 

5. Hasil Pelayanan yang Diterima : 

Hasil pelayanan yang diterima adalah Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan 

Penunjang. 

 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Permenaker No. 19 Tahun 2012, Permenaker No. 27 Tahun 

2014, Surat Edaran Menteri No. 4 Tahun 2013 

c. Pendidikan Formal dan Informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1. 

 

7. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu 

 
 

VIII. PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH 
 

1. Persyaratan : 

a. Surat Permohonan; 
b. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang telah 

ditandatangani para pihak diatas meterai (dan asli Perjanjian Penyediaan 
Jasa Pekerja/Buruh untuk ditunjukkan). 

c. Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan oleh …….. nomor …….. tanggal 
……….. . 

d. Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan. 

e. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan nomor ….. tanggal 
……, dibuat dihadapan Notaris …….. di …… . 

f. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang 
dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM nomor ….. tanggal …… . 

g. Fotocopy tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh ……….. nomor 
…….. tanggal …… . 

h. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau; 

i. Tanda bukti surat izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh yang dilakukan 
melalui system pelayanan perizinan berusaha terintregrasi secara elektronik. 

j. Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan. 
k. Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

 



2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan pembayarannya : 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian: 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

 

4. Prosedur Penyelesaian : 

a. Permohonan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh mendaftarkan 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh disampaikan kepada Kepala Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 
Kepulauan Anambas.  

b. Kepala Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 
Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk 
memproses permohonan. 

c. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial meneliti isi 
perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, meliputi:  
1) kelengkapan persyaratan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas 

(PT). 
2) jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh;  
3) penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia 

menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan 
pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh;  

4) hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu 
tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu; 

d. Apabila dianggap telah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Bukti 
Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh;   

e. Apabila tidak memenuhi persyaratan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat 
menolak pendaftaran. 

 
5. Hasil Pelayanan yang Diterima : 

Hasil pelayanan yang diterima adalah bukti pendaftaran perjanjian 
penyediaan jasa pekerja/buruh. 
 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Permenaker No. 19 Tahun 2012, Permenaker No. 27 Tahun 

2014, Surat Edaran Menteri No. 4 Tahun 2013; 

c. Pendidikan Formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1. 

 

7. Sarana dan Prasarana 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 
IX. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 

 
1. Persyaratan Pelayanan  

a. Draft PKWT rangkap 3 (tiga); 

b. Daftar Jenis pekerjaan yang akan di PKWT-kan; 



c. Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku; 

d. Surat permohonan pencatatan. 

 

2. Besaranya Traif/ Biaya Pelayanan dan cara pembayarannya 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

 

4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan 

a. Permohonan disampaikan ke kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Seksi Hubungan 

Industrial; 

c. Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja meneliti permohonan dan berkas-

berkas  kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan; 

d. Apabila telah dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka 

dibuatkan konsep pencatatan; 

e. Konsep Pencatatan PKWT disampaikan  kepada Kepala Dinas; 

f. Apabila telah ditanda tangani Kepala Dinas, maka dilakukan Pencatatan 

PKWT Perusahaan dan disampaikan kepada pemohon. 

 

5. Hasil Pelayanan yang diterima 
Hasil pelayanan yang diterima adalah Bukti Pencatatan PKWT Perusahaan. 
 
 

6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses/Penyelesaian Pelayanan 
a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 
b. Kompetensi yang dilimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan  UU. No. 13 

Tahun 2003; 
c. Pendidikan Formal yang harus dimiliki oleh petugas  adalah S1. 
 

7. Sarana dan Prasarana 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 

 
 
 

X. PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN 
 

1. Persyaratan : 

a. Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang telah ditandatangani para 

pihak diatas meterai (dan asli Perjanjian Pemborongan Pekerjaan untuk 

ditunjukkan); 

b. Fotocopy surat Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan 

Pekerjaan nomor ….. tanggal ….. dan/atau surat Pelaporan Perubahan Jenis 

Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan nomor …… tanggal 

…..;*)  

c. Fotocopy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang nomor ….. tanggal ….. 

dan/atau Bukti Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang nomor …… 

tanggal ……*)  



d. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan nomor ….. tanggal 

…… dibuat dihadapan Notaris …….. di …….  

e. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang 

dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM nomor ….. tanggal ……;  

f. Fotocopy tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh ……….. nomor 

…….. tanggal ……; 

g. Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan oleh …….. nomor …….. tanggal 

………..; 

h. Fotocopy bukti wajib lapor perusahaan yang dikeluarkan oleh …… nomor ….. 

tanggal ………. 

 

 

 

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan pembayarannya : 

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

3. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku : 

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

 

4. Prosedur Penyelesaian: 

a. Perusahaan Penerima pemborongan  mengajukan permohonan Pendaftaran 
Pemboronagan Pekerjaan ke Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan Kepala Seksi Pengupahan 
dan Persyaratan Kerja untuk memproses permohonan; 

c. Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja meneliti isi perjanjian 
pemborongan pekerjaan, yang sekurang-kurangnya meliputi:  

 
1) Hak dan Kewajiban Masing-masing pihak; 
2) Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi 

pekerja/ buruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3) Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. 
d. Apabila dianggap telah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Bukti 

Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan; 
e. Apabila tidak memenuhi persyaratan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat 
menolak pendaftaran. 

 
5. Hasil Pelayanan yang Diterima: 

 Hasil pelayanan yang diterima adalah  Bukti Pendaftaran Perjanjian 
Pemborongan Pekerjaan. 

 
6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian Penyelesaian 

Pelayanan 

a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang; 

b. Kompetensi yang dimilki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 

Tahun 2003 dan Permenaker No. 19 Tahun 2012, Permenaker No. 27 Tahun 

2014, Surat Edaran Menteri No. 4 Tahun 2013; 

c. Pendidikan Formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1. 

 

7. Sarana dan Prasarana 
a. Sarana Bagi Petugas : Komputer, alat tulis; 
b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu. 
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